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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.khir dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah 'Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/ a tau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu 
ditetapkan Peraturan Wali kota Makassar tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA MAKASSAR, 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

PERATURAN WALi KOTA MAKASSAR 
NOMOR 93 TAHUN 2023 

TENTANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

WALIKOTA MAKASSAR 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 431); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Nornor 1781); 

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 100); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undangang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
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Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Makassar. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan 
prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota, yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah. 

4. Wall Kota adalah Wali Kota Makassar. 
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Daerah. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah, 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar 
Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 
Nomor 6); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pernutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 
2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 
2); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
972); 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali kota ini yang terdiri dari: 

Pasal 3 

: Rp676.647.268.649,00 
: Rp0,00 
: Rp676.647.268.649,00 
: Rp676.647.268.649,00 

: Rp5.099.249.953.161,00 
: RpS.775.897.221.810,00 
: Rp(676.64 7 .268.649 ,00) 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 berjumlah RpS.775.897.221.810,00 
(lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh 
juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) terdiri atas 
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. pendapatan daerah 
b. belanja daerah 

( defisi t) /surplus 
c. pembiayaan daerah : 

1. Penerimaan pembiayaan 
2. Pengeluaran pembiayan 
Pembiayaan netto 

Sisa lebih pembayaran tahun berkenaan 

7. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Makassar. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah 

untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun 
nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan 
angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan 
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 2 
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M.ANSAR 
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

MOH. RAMDHAN POMANTO 
Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 29 Desember 2023 

WALi KOTA MAKASSAR, 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 29 Desember 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali kota ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 4 

b. Lampiran II 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 
kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, 
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 
jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 
hi bah; 
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 
bantuan sosial; 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

94            

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

TTD             

TTD             



Halaman 1 

KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 

1 2 3 

4 PENDAPATAN DAERAH 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.381.141.080.241,00 

4.1.01 Pajak Daerah 1.882.277.812.434,00 

4.1.01.06 Pajak Hotel 160.000.000.000,00 

4.1.01.06.01 Pajak Hotel 157.197.517.304,00 

4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 157.197.517.304,00 

4.1.01.06.03 Pajak Losmen 2.135.237.921,00 

4.1.01.06.03.0001 Pajak Losmen 2.135.237 .921,00 

4.1.01.06.08 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 667.244.775,00 

4.1.01.06.08.0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 667.244.775,00 

4.1.01.07 Pajak Restoran 265.000.000.000,00 

4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 135.794.649.140,00 

4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 135.794.649.140,00 

4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 47.955.628.686,00 

4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 4 7 .955.628.686,00 

4.1.01.07.03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 43.958.878.890,00 

4.1.01.07.03.0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 43.958.878.890,00 

4.1.01.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya 16.988.118.693,00 

4.1.01.07 .05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 16.988.118.693,00 

4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 20.302.724.591,00 

4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 20.302.724.591,00 

4.1.01.08 Pajak Hiburan 105.000.000.000,00 

4.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film 101.887.419.964,00 

4.1.01.08.01.0001 Pajak Tontonan Film 101.887.419.964,00 

4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 17.546.150,00 

4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 17.546.150,00 

4.1.01.08.04 Pajak Pameran 4.500.000,00 

4.1.01.08.04.0001 Pajak Pameran 4.500.000,00 

4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 1.638.611.743,00 

4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 1.638.611.743,00 

4.1.01.08.07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 4.204.000,00 

4.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 4.204.000,00 

4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 513.445.958,00 

4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 513.445.958,00 

KOTA MAKASSAR 
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN 

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 

Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah 

Nomor: 93 Tahun 2023 

Tanggal : 29 Desember 2023 



Halaman 2 

KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 

1 2 3 

4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 932.860.134,00 

4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 932.860.134,00 

4.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 1.412.051,00 

4.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 1.412.051,00 

4.1.01.09 Pajak Reklame 85.000.000.000,00 

4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/BillboardNideotron/ Megatron 84.227.075.300,00 

4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/BillboardNideotron/ Megatron 84.227.075.300,00 

4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 607.944.500,00 

4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 607.944.500,00 

4.1.01.09.03 Pajak Reklame MelekaUStiker 20.860,00 

4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame MelekaUStiker 20.860,00 

4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 103.843.750,00 

4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 103.843.750,00 

4.1.01.09.06 Pajak Reklame Udara 58.875.000,00 

4.1.01.09.06.0001 Pajak Reklame Udara 58.875.000,00 

4.1.01.09.08 Pajak Reklame Suara 300.000,00 

4.1.01.09.08.0001 Pajak Reklame Suara 300.000,00 

4.1.01.09.09 Pajak Reklame Film/Slide 450.000,00 

4.1.01.09.09.0001 Pajak Reklame Film/Slide 450.000,00 

4.1.01.09.10 Pajak Reklame Peragaan 1.490.590,00 

4.1.01.09.10.0001 Pajak Reklame Peragaan 1.490.590,00 

4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 315.000.000.000,00 

4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 314.985.000.000,00 

4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 314.985.000.000,00 

4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 15.000.000,00 

4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 15.000.000,00 

4.1.01.11 Pajak Parkir 128.807.000.000,00 

4.1.01.11.01 Pajak Parkir 128.807.000.000,00 

4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 128.807.000.000,00 

4.1.01.12 Pajak Air Tanah 18.420.812.434,00 

4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 18.420.812.434,00 

4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 18.420.812.434,00 

4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Wale! 50.000.000,00 

4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 

4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Wale! 50.000.000,00 

4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 320.000.000.000,00 

4.1.01.15.01 PBBP2 320.000.000.000,00 



Halaman 3 

KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 

1 2 3 

4.1.01.15.01.0001 PBBP2 320.000.000.000,00 

4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 485.000.000.000,00 

4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 245.000.000.000,00 

4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 245.000.000.000,00 

4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 240.000.000.000,00 

4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 240.000.000.000,00 

4.1.02 Retribusi Daerah 257.542.137.000,00 

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 52.186.137.000,00 

4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.071.040.000,00 

4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3.071.040.000,00 

4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 44.638.200.000,00 

4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 44.638.200.000,00 

4.1.02.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 640.000.000,00 

4.1.02.01.03.0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan 640.000.000,00 serta Pembakaran/Pengabuan Mayat 

4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.186.897 .000,00 

4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.186.897.000,00 

4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 500.000.000,00 

4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 500.000.000,00 

4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 150.000.000,00 

4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 150.000.000,00 

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 25.344.000.000,00 

4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 23.106.000.000,00 

4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 21.355.000.000,00 

4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 635.000.000,00 

4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 1.116.000.000,00 

4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 2.000.000.000,00 

4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 2.000.000.000,00 

4.1.02.02.10 Retribusi Penyeberangan di Air 88.000.000,00 

4.1.02.02.10.0001 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang 88.000.000,00 

4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 150.000.000,00 

4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibi! atau Benih Tanaman, 150.000.000,00 Ternak, dan lkan 

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 180.012.000.000,00 

4.1.02.03.03 Retribusi lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 12.000.000,00 

4.1.02.03.03.0001 Retribusi lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 12.000.000,00 

4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 180.000.000.000,00 

4.1.02.03.07 .0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 180.000.000.000,00 
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4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 88.265.408.487,00 

4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerinlah Daerah (Dividen) alas Penyertaan 88.159.808.487,00 Modal pada BUMD 

4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 25.000.000.000,00 Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 

4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 25.000.000.000,00 Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 

4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) alas Penyertaan 25.820.163.487 ,00 Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 

4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) alas Penyertaan 25.820.163.487 ,00 Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 

4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) alas Penyertaan 37.339.645.000,00 Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 

4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) alas Penyertaan 37.339.645.000,00 Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 

4.1.03.03 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) alas Penyertaan 105.600.000,00 Modal pada Perusahaan Milik Swasta 

4.1.03.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) alas Penyertaan 105.600.000,00 Modal pada Perusahaan Milik Swasta 

4.1.03.03.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) alas Penyertaan 105.600.000,00 Modal pada Perusahaan Milik Swasta 

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 153.055.722.320,00 

4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 645.934.000,00 

4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah 300.000.000,00 

4.1.04.01.01.0008 Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya 300.000.000,00 

4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 265.934.000,00 

4.1.04.01.02.0054 Hasil Penjualan Alai Angkutan-Alat Angkutan Dara! Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 265.934.000,00 Perorangan 

4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 

4.1.04.01.03.0005 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 80.000.000,00 Kantor 

4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 4.000.000.000,00 

4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 4.000.000.000,00 

4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 4.000.000.000,00 

4.1.04.05 Jasa Giro 30.000.000.000,00 

4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 30.000.000.000,00 

4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 30.000.000.000,00 

4.1.04.08 Penerimaan alas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 10.000.000.000,00 

4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 10.000.000.000,00 Pejabat Lain 

4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 10.000.000.000,00 Pejabat Lain 

4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 357.000.000,00 

4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 357.000.000,00 
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4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 357.000.000,00 

4.1.04.11 Pendapalan Denda alas Kelerlambalan Pelaksanaan Pekerjaan 37.000.000.000,00 

4.1.04.11.01 Pendapatan Denda alas Kelerlambalan Pelaksanaan Pekerjaan 37.000.000.000,00 

4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda alas Kelerlambalan Pelaksanaan Pekerjaan 37.000.000.000,00 

4.1.04.15 Pendapalan dari Pengembalian 1.660.000.000,00 

4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 660.000.000,00 

4.1.04.15.04.0001 Pendapalan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 660.000.000,00 Negeri-Perjalanan Dinas Biasa 

4.1.04.15.08 Pendapalan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.000.000.000,00 

4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji 1.000.000.000,00 Pokok PNS 

4.1.04.16 Pendapalan BLUD 69.392.788.320,00 

4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 69.392.788.320,00 

4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 69 .392. 788. 320' 00 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.691.158.283.400,00 

4.2.01 Pendapalan Transfer Pemerinlah Pusal 2.17 4.658.283.400,00 

4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.174.658.283.400,00 

4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 105.693.673.000,00 

4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 1.278.176.000,00 

4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 100.129.473.000,00 

4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 377.522.000,00 

4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Balubara-Royally 2.131.955.000,00 

4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehulanan- Provisi Sumber Daya Hulan (PSDH) 32.935.000,00 

4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.743.612.000,00 

4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.620.102.158.000,00 

4.2.01.01.02.0001 DAU 1.489.412.070.000,00 

4.2.01.01.02.0005 DAU yang Dilentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 92.841.905.000,00 

4.2.01.01.02.0006 DAU yang Dilenlukan Penggunaannya Bidang Kesehalan 34.833.427.000,00 

4.2.01.01.02.0007 DAU yang Dilentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 3.014.756.000,00 

4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (OAK) Non Fisik 448.862.452.400,00 

4.2.01.01.04.0001 OAK Non Fisik-BOS Reguler 186.407.300.000,00 

4.2.01.01.04.0004 OAK Non Fisik-TPG PNSD 197.885.392.000,00 

4.2.01.01.04.0005 OAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 4.534.750.000,00 

4.2.01.01.04.0007 OAK Non Fisik-BOP PAUD 11.889.600.000,00 

4.2.01.01.04.0008 OAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 6.500.100.000,00 

4.2.01.01.04.0012 OAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 510.444.400,00 

4.2.01.01.04.0020 OAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 583.883.000,00 

4.2.01.01.04.0022 OAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 391.200.000,00 
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4.2.01.01.04.0033 OAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 13.810.112.000,00 

4.2.01.01.04.0035 OAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 26.349.671.000,00 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 516.500.000.000,00 

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 502.500.000.000,00 

4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 502.500.000.000,00 

4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 192.600.000.000,00 

4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 98.500.000.000,00 

4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 134.800.000.000,00 

4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1.600.000.000,00 

4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 75.000.000.000,00 

4.2.02.02 Bantuan Keuangan 14.000.000.000,00 

4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 14.000.000.000,00 

4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 14.000.000.000,00 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 26.950.589.520,00 

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 26.950.589.520,00 

4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 26.950.589.520,00 

4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 26.950.589.520,00 

4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 26.950.589.520,00 

Jumlah Pendapatan 5.099.249.953.161,00 

5 BELANJA DAERAH 

5.1 BELANJA OPERAS! 4.035.809.864.946,00 

5.1.01 Belanja Pegawai 1.675.923.680.014,00 

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.028.288.270.213,00 

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 755.006.919.697,00 

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 574.215.386.709,00 

5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 180.791.532.988,00 

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 74.741.337.765,00 

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 50.056.772.764,00 

5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 24.684.565.001,00 

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 14.209.432.000,00 

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 14.202.530.000,00 

5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 6.902.000,00 

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 67.816.162.230,00 

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 40.020.294.670,00 

5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 27.795.867.560,00 

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.686.686.297,00 

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.674.166.297,00 
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5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 12.520.000,00 

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.104.266.959,00 

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 30.043.125.620,00 

5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.061.141.339,00 

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.604.401.495,00 

5.1.01.01.07 .0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.604.401.495,00 

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.887.835,00 

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.802.239,00 

5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.085.596,00 

5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 42.893.629.534,00 

5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 33.059.041.174,00 

5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 9.834.588.360,00 

5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.664.235.255,00 

5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.082.193.855,00 

5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 582.041.400,00 

5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 7.539.311.146,00 

5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 5.890.572.146,00 

5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 1.648.739.000,00 

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 253.557.982.202,00 

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 237 .563. 797 .288,00 

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 237.516.197.288,00 

5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 47.600.000,00 

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 15.670.484.914,00 

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 15.670.484.914,00 

5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 323.700.000,00 

5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 323.700.000,00 

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 296.439.083.681,00 

5.1.01.03.01 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 52.252.452.423,00 

5.1.01.03.01.0006 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 5.614.500.000,00 

5.1.01.03.01.0007 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 7.839.400.000,00 

5.1.01.03.01.0008 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 2.394.000.000,00 

5.1.01.03.01.0009 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 3.030.500.000,00 

5.1.01.03.01.0010 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 10.773.000.000,00 

5.1.01.03.01.0011 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 3.181.532.900,00 

5.1.01.03.01.0012 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 647.994.523,00 

5.1.01.03.01.0013 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 1.425.000,00 

5.1.01.03.01.0015 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan 7.296.000.000,00 
Perkotaan 


